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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA 

KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak setiap 

orang dalam mendapatkan air minum 

bagi kebutuhan pokok minimal sehari-

hari guna memenuhi kehidupan yang 

sehat, bersih, dan produktif, 
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Pemerintah Daerah melakukan 

peningkatan kinerja Perusahaan 

Daerah Air Minum sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 5 Tahun 2005 

tentang Perusahaan Daerah Air 

MinumTirta Raharja Kabupaten 

Bandung sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang 

sehat dan semangat pelayanan publik 

yang profesional dalam penyeleng-

garaan pemerintahan daerah serta 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga perlu dilakukan 

perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perusahaan 
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Daerah Air Minum Tirta Raharja 

Kabupaten Bandung; 

    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 

tentang Perusahaan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 

2387); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4377); 

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 


